Menimbang

LEMBARAN DAERAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1[I MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1988 {?@r

TENTANG

TAUUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MAGELANG

- 2. bahwa perencanam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan
Kedalamin Rencama Detail Tata Ruang Kota [bukota
Kecamatan Grabag pada hakekatnya merupakan suatu upaya
untuk meraih suatu (ujuan yaitu mewujudkan kebutuhan Tata
Ruang Fisik Kota [lukota Kecamalan Grabag dalam
menampung tuntutan kebubihan penduduk sesuai dengm la;u

pectumbuhan pembangunan |

b. hahwa Ihu]w!a [Kecamatan Grabag sebayai salah satu pusat
pertumbuhan Sub wilayah Pembangunan Daerah ? Tingkat [
Magelang Sub Wilnyoh Pembanguman Bagina Timur (1)
perlu  ditata *dan  charahkan perkembangamiya  seria
pnn:gvmimigmuwn secara optimal, berkelanjulan, hmhﬁtxﬁ

terci

kmdd.u; kkota Kecimatan mlm :u'!t. phu uuhh. nymnn. \

aman, rapi dan aeri ; . : 1 ' e
& L w vy l ‘u
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RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEDALAMAN RENCANA DET AIL
* TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN GRADAG
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.- bahwa bercdasarkan pertimbangm i atas dipandang perly
menetapkan Peraturan Daerab Kabupaten Daerah Tingkat 1y
Magelang yang mengatur tentang Rencana Umum Tata
Ruang Kota dengan Kedalaman Rentana Detail Tata Ruang
Kota [bukota Kecamatin Grabag Tahun 1995 sampai dengan
Tabhun 2015 sebagai landasan bagi peraturan Tata Ruang Kota

Ihukota Kecamatan Grabag.
Mengingat : 1. Hinder Ordonansi Sth. 226/1926 atau Undang Undang
* Gangguan ;

2. Monumenten Ordenansi Stb, 2381931 mengena
Perlindungan Monumen-menumen Bersejarah ;

3. Undang Undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang Pembeniukan
Daerah-daerall Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

4. Undang Undang Nomner § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Dacerah (Lernbaran Negara Tahun 1974 Nomer
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

5. Statvorming Orodonanti (SPO) Stb. 168/1948 teatang undang
Undangr Perabentukan Kota ;

6. Undang Undang Nomor 11 Tabun 1974 tentang Pengairac ; .
7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

8. Undag Undang Nomor 4 Talun 1982 tentang Keteutuan-
ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Undang Undang Nomor 24 Talun 1992 tenlang Fenataan
Rumg ;

10. Peraturan Pemeriotah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pergaturan Air ;

Dipindai dengan CamScanner




11,

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

il
Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tabun 1985 tentang Jalan ;

Peraturan Pemerintali Nomor 29 ‘Tahun 1986 tentang Analisa
Mengenai Dampak Liogkungsn ;

Peraturan Pemeriotah Nomor 14 Talhun 1987 tentang
Penyerahan  Sebagian Urusan  Pemerintahan i Bidang
Pekerjaan Umum kepada Dnerah ;

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 9 Tahun 1982
tentang Pedoman Penyusinzn Perencanzan dan Pengendalian
Pembangunan di Daecah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tzlun 1586
tentang Penetapan Batas Wilayah Kela di Selurubh Wilayah
[ndonesia ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tzlmm 1587
tentang Pedomsn Penyusunan Rencana Kola ;

Keputusan Meateri Dalam ﬂageri Nomor 50 Tahum 1588
tentang Peturjuk Pelaksanaan Peraluran Meateri Dalam

Negeri Nomor 2 Talwmn 1987 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kota;

lostruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tabum 1986
tentang Pelaksanann Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomox
7 Tahun 19806 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota &
seluruly Wilayah Indonesia

[pstruksi Menferi Dalam Negeri Nomor 14 Tohun 1388
teutang Penatamn Ruang Terbuka |ijau & Wikayah Peckotun;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tiogkat 1 Jawa Tengah
Nomor 7. Talun 1984 teatang Penyershan Sebagian Urusan
pemerintah Propinsi Daecah Tingkat 1 Jawn Tengah dalan
Bidung Kepariwisatamn kepada Doerah Tingkat 1) (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tiegkat 1 Jawa Tengah Tahun 1984

Nomor | 70) ;
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921. Peraturan Dasrah Propinsi Dacrab Tingkat [ Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi Propinsi Daerah Tingkat
1 Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 10) ;

22. Peratwran Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Namor 2 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Keta
Kecamatan Muntilan, Mertoyudaa dan Grabag (Lembera
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Tahun 1955
Namor )} ‘

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [ Magelang
Nomor 2 Tabun 1992 tentang Pola Dasar Pembanguman
Daerah Tingkat [ Magelang.

Dengan Persetujuan Dewabn Perwaokilan Rakyat Daeruh Kabupatea daerab Tingka
1 Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ODAERAH
TINGKAT I1 MAGELANG TENTANG RENCANA LML M
TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
GRABAG TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN 2015, ‘

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Peasud 1
Dalam peraluran daeral ind yang dimakisud denggan

a.  Pemetintah Daerah adalah Pemerintah Kabopaten Daerah Tiogkat U Nageleng ;
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Dewan Perwakilan Ralyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rikyat Daerah
Kabupaten Daerah "Tingkat 1| Magelang ;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tinglat I Magelang ;

Rencana Umum Tata Rumg Kola yang selinjutnya disebat RUTRK adaiah
Rencana Pemanfaastun Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian
pembangunan  antar sektor dalam  rangkn pelaksanaan  program-progran

pembangunan kota dalam jangha panjang ;

Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selinjumya disebwt RDTRK adalzh
Rencana Pemanfaatan Ruang Kola secara terinei yang disusun untuk penyiapan
perwujudan ruang kota dalam ogka pelaksansan  program-program

pembangunan kota ;

Wilayash adalah kesatuan geografis dengan benmk den uvkuwran menurut
pengamatan terteniu ;

Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarshkan pemanfzatan rusogroya
sesua dengan masing-masing jenis rencana kola ;

Kota Grabag adalah [bukota Kecamatan Gratag Kabupaten Daerah ‘Tingkat [i
Magelang yang meliputi seluruh Desa Grabag ;

Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan pendyediaan fasilitas jasa distribusi dan
lain-lain, untuk Xepentingan perencanaan fisik kota Grabag ;

Unit Lingkungan adalah satuan pemukiman terkecil yang sevara fisik merupakan
hagian woit perkotaan wilayah terbangun yang becperan dalam pengembangan
kotanya;

Blak Peruntukan adalih bagian dari unit lingkungan vang mempunyai pecuntukan
pemanfaatan ruang kota dibatasi oleh joringnn perngeraken dan atau jaringan

utilitas

Pasal 2

Reneana U Tala Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota [bukota
Kecamatan Grabag disusun dan ditetapkan oleh Ferneriniah Daerab.

L \llll'.
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Rencana Umum Tata Ruing Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag sebagaimana dimalsud dalam ayat (1)
Pasal ini ditetapkan untuli janglka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dibagi dalam
tahapan 5 (lirna) tahunan.

Rencana Umum Tata Ruang Kola dengan kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota [bukota Kecamatan Geabag terbuka vntuk umurm, :

Masal 3 " ,

Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelnaog dapat berperan aktif intuk
mengajukan saran wntuk baban peninjanan kembali dalam penyusunan
penyempuruaan Rencana Uinum Tata Ruang Kola dengan Kedalaman Rencana
Detail Tala Ruang Kota Thukota Kecamatin Grabag kepada Pamerintah Dasrah
dan / alau kepada Kantor Kecamatan Grabag,

Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupskan bahan
parimbangan peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kofa dengan
Kedalaman Rencana Detail Tala Ruang Kora [bukota Kecamaran Grzhag

Pasal 4

Reocana Umum Tala Ruang Kota dengan Kedalaman Reuncana Detail Taia
Ruzng Ko Tbukota kecamatan Grabag yang telah ditelapkan dapat citingse
kembali untuk disesuaikan deogan keadam.

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pusal ind dﬂ:tkl‘

secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun pertama setelal tahnan
tabun beryadan,

Pusad 6
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Rencaoa Umum Tata Ruang Kota dengan

Kedalanan Rencana Detaill Tata Runng Kota Ibukota Kecamatan Grabay
meliputi seluruh desa Grabag seluas 462,264,

Dipindai dengan CamScanner
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Wilayah Perencunaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota [bulkota Keeamatan Grabag dibagi dalam 5
(lima) lingkutgan kota sebagaimana terlampir pada peta RK. 02,

BAL I
KEBUAKSANAAN DASAR RENCANA

Bagian Perlama

Tujuan Pembangunan dan Pengendalian
Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag

Pasal 6

Tujuan Pembengunan dan Pengendalian Tata Ruang Kota merupakan suatu
upaya wntuk melihat ke masa depan dengin mempersiapkar. diri ucink
manghadapi persoalan-perscalan yang diperkirakan akan timbul & masa
mendatang. dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki, beik
potensi fisik, sosial aupun ekonomi.

Kecamatan Grabag sebagai pusal pertumabuhan Sub Wilayah Pembanguoan [
dibarapkan lebih memberikan jasa pelayanan baik di bidang pemerintahan,
sosial, maupin ekonomi.

Kecamatan Grabag sebagai salah satu pusat perturcbuban dan perkembangar
kaota di Kabupaten Daerah Tingkat [1 Magelang, maka [bukota Kecunatwm
Grabag agar berbenzh dird yaitu ;

a  Secara interna dapat menampung tuniutan kebutuhan penduduk dalam
pelavanan sosial dan ekonomi ynng memadal sebagnl kKonsekwensi dan
perkembangmn penduduk.

b. Secira eksternal selalu meningkatkan hubuoyan devgan kota-kota lain,
sehingga dapal memanfastkan proses kegistan kota-kota sekitanya dan
wilayah sekilzunya (belakangmya).

Pedoman ramusan hyjuan pembanguoan Kota Grabag dipertukan sebayal upaya
manyusun reocana pembangunan lota yang sevasi, menyeluruh dan terpadu,
serla  mampu unfuk  dilaksanakan  seswii  dengin  tuntutan  kebutnhan

perkembangan dan pectnmbuhin kota,
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Baginn Kedua
Peranan dan Fungsi Kota Grabag

Pasal 7

Peranan Kota Grabag adalah sebagai berikut ;

(1)

)

Sehayal Ihukola Kecamatun, artinya sebagai pusat pengembangan deaam suty
sistem  pengembangan  wilayah Kecamatan dan  sebeai  pedoman
perkembangan kota, dengan pengendalian dan pelaksanaao

melalui pemanfaatan ruang kota unluk meroberikan kepastian hukum
pemanfaatan ruag kotanya.

Sebagal pusat perdagengan bagi skala lokal (Kota) dan transit perdsgamgm
dalam skala regional (SWP. [11).

Pasal 8

Fungsi Kota Grabag yang akan dituju adalah :

(1)

@)

(3)

(4)
(5)
(%)
(7)

Sebayai pusat administrasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan Grabag ;
Selagai pusat pelayanan sosial, artinya Kola Grabag sebagai pusat pelsy man
k=s=hatan, pendidikan, pelayanan nmum, rekreasi, hiburan, jasa don pelay nn
utilitas yang lain.

Sebayai pusal aglomerasi (pemusalan dan peogelompokm) pendudik dan
p=1ukiman ;

Sebapal posatl ['elayanan ekonomi,

Sebagai simpul transportasi, artinya pembangunan loansportasi suiar kot
apun tansportasi regional.

Sebayai siiopul jacingan kolekior dan distribusi wilay ah sekitaenya,

Sebayal pusat pengembangan keseimbangan lingkungan hidup.
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Bagian Ketign
Strategi Dasar Pengembangin

PPasal 9

Strategi dasar pengembangian kota Grabag dengsn pendekatan keseimbangan
Tala Ruang.

Strategi  perencanamn  disusun  berdasarkin  pertimbengzn  pertimbangan
rasional, optimasi, sehagal alat kebijakememn,

Pnsal 10

Strateg jangka panjang, meliputi usaha pemenuhan tuniwian warga kota azs
pelayanan sosial ekonomi serfa tuntutan kualitas lingkungan varg memada
sckaligus dalam menunjang pemasaran dan perdagangan dari kouiediti wilayvah
belakanymya

Straregi jangka menengah dao pendek, wengaral pada pemepuhan pelryanan
pendudul vang sangai mendesak, yang perlu ditangyulangi secara cepat dmn
tepat, sehingga akan menunjang terpeouhinya sasaran rescans jangia panjang

yang digariskan.

Bagian Keempal
Kebijaksanaan Kependudukan

Pasal 11

Arahan pengrembaopan dan pengendalian kepeadudukan yaitu pada tshap-tabap
awal  mempertabankan  tingkal  perkembangan  penduduh sebegm
kecenderungan yang ada, den pada tahap lwjut menicgkatoya dengan cara
menarik lebib banyak peodating daci wilayah di lnanys, kemudian pada tabap
alcliic setelah mencapal titik optimal menjaga Kestibdlan dan Keseunbangan

jumilal penduduk.

Stracegi yang diguaakan uotuk menack lebih tooyak pendatang sebagaimana
dimaksud ayal (1) Pasal ini adalah dengan mewberikan rogsangmn dan peluang
bagi terciptanya kegiatan yang dapat membuka lapangan kerja baru dengan
mengembanyhan keyiatao-kegialan usaha yaug menunjang sektor-sektor dalam
pembangunan,
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Pasal 12

Pengaturan penyebaran penduduk yeng tertinggi pada wilayah pusat keta
(hagrian tengah dan barat) dan secara bergradasi makin meourun ke arah tinor

dan selatan.

Pengaturan tingkat kepadatan penduduk sebagairmana dimaksnd ayat (1) Ped
ird dipilahlkan atas limatipe, vaitu ;

Kepadatan penduduk tertivggi ebrkisar 60-80 jiwa / ba ; 'f\
Kepadatan penduduk menengah berkisar 49-60 jiwa /ha ;

Kepadatan penduduk menengah rendah berkisar 20-40 jiwa / ba;

Kepadatan penduduk tendah hingga selatas 20 jiwa / ha

a0 T

Bagian Kelima
Kebijaksanaan Tata Ruang

Pasal 13

Pengertian kebijaksapaan tala miang adalah kebijeksanaan pengembagm
untuk menenfukan arah perkembangan Kota Grabag beserta arahan loiasi oy
kegiatan-kegiatan penling yang direncanakan.

Ketijaksargizn pengembangan tala ruang Kola Grabag wengurah Eeowla
suuktur kota yang dituju dengan peogisian atas area-area terbaguin.a
wengikuti pola intensifikasi dan ekstensitikasi.

‘

Pasal 14

Struktur kota yoog dituju sebayaimana diveksud Pasal 13 ayst 20 deogm
ruw s sebag al berikul

a  Jalwn Kolektor Primer didesain beidasackan hecepatan venven paog
rendah 40 (gt pudub) ke ¢ jan dan Jeoga lobas baba oo 1w
e dard 7 (ujuld mete,

b Jalan Lokal Primer didesaio berdasarkon kecgpalan rencena paling
20 (doa pulub) k7 jan dan denggan lebar hadan jalan tdas kurang d |

(enzun) meter, ] 53,"*"’5:!
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¢ Jalen Kolektor Seknnder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling
tendah 20 (dua puluh) ki / jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang
7 (tujuh) meter,

d. Jalen lioghungan yaitu jalap yang menghubungdan blok-blok perwpahan
dergan jalan lokal sekundec. Lebar jalan ioi direncanakan 3-5 meter,

Rencana pengembangan Jaringan Jalan selengkapnya dapat dilihar pe ‘a Peta
Rencana Jaringan Jalan dengan kode nomor lebar RA7 sebagaimana 1 raebut
dalam Lampiran Peraturan Daerah ind.

Bagian Keennm
Kebijaksanaan I’engemibangan Fasilitas Kota

Pasal 15

Relijalsanam pengembangan fasilitas bagi kebutuhan Kotz Grabag dijabarkas |
berdasarkan pada arahan pemanfaatan ruang kota, yang dirmaksedkan untuk
maimudahkan dalam pengaturan, pengawasan serta pelaksanaan pembangunan
kaota.

Rencana guna lahan dan pemnfaatan Ruang kota menggombarkan lokasi
kegialan yang akan dikembaogkan di kola Grabag sampa pada akhiz taban
perencanzan.

Kegiatan primer, yakni lr.egiafm yang merupakan fuogsi priner kota dalam
pelayanan terhadap penduduk daerah sekilarmya atau penyangua

Kegiatan sekunder yakni kegiatan yang merupaken fungsi sebunder kola
dalam pelayanan L=t hadap penduduk dalam keta.
Pasal 16

Arahan pemanlaatan ruang kola Grubag secara keselwuban dijatackan di.lm,
dua arahan penyebaran, yakni daerah yoog dikembaugkan sebagal daeroh yang

berciri wban dan dacrab yang dikembangknn sebagai daecah yang lidak

sepenthnya berdri urban,

Dipindai dengan CamScanner
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(1)
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Rurousan rencana yang dikembanglkan ayat (1) Pasal ini akan meninjau blok per
blok, kemudian pada setiap hlok tersebut alan ditinjau area peruntukannya.

Araban pewanfaatan rusng kota vang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
ayat (1) ini, fasilitas-fasilitas kota yang akan dikembangkan di Kola Grabag
meliputi :

a.  Rencana pengembangan linglkungan perumahan ;

b.  Rencana pengembangan fasilitas pelayanan kota,

Ketdjaksanaan pengembangan fasilitas i arahkan sesual dengan beotuk dam &5
fungsinya baik bagi skala koln, maupun bagi skala yaog letin luas. v

Pasal 17

Kebijaksanaan pengembangan lingkungan perwmnahan sehagaimana dimaisud,
Pasal 16 ayat (3) didasarkem atas kebijaksanaan pengembangan kebutufan
fasilitas perumahan bagi Kota Grabag yang memuogkinkzn dijangks sarcd
nada akhir tabun perencanaan.

Kebijaksannan pengembangan bagi [asililas pelayanan kota sebsgaimana
dimaksud Fasal 16 ayat (3) untuk memberikan araban hagi alokasi & Heams
pengadaan dan pengembanganuya, besaran atan skala pelayamannya, usshe-
usaha pengendalian pengembangan fasilitas yang tidak terencana. teterkzion
atau pengaruh dengam fungsi dan fasilitas pelaymoan kota yang lan dan oo
pengaturan kesetmbangan lingkungan.

BAB ]l
RUMUSAN RANCANGAN FISIK DAN T
RENCANA PENGEMBANGAN

Boginn Pertama
Rencana Pemanfaatian Rusng Kota

P'asal 18

Pengertian penanfaatan reay kota ditinjan dari syl besaroya merupakan
suaty usaha uniuk memberi keragka Wilayeh Kota Kedaaman B
peruntukiay vang disnaksudkan ypluk memberikan kejelasin da

dalan | H'ﬂF.H ur, wwpgdalhﬂ.dxu pdakm m-lhmmﬂ -.'?.ri' ",
| mmaryes s "y Fel ke
CLRMAL
U e HIRMASE ’.’.4'
[ Xl Ty L S MISELAN '

= m
—— o —
e —" — ]
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(2) Besman kepiatan serta intensitas penggunaan laban yang dipeckenankan
berlangsung di lokasi yang bersangkutan,

@)  Pemmfaatan ruang kota sebagiaimana yang dimaksod ayat (2) Pasal ini meliputi
kebutuhan fasilitas perumahan, pemerintaban smiun, perdagangan, jasa,
pelayanaa sosial, jalur hijau dem roang terbuka hija, transportasi dem industri

rumah tangga.
(4)  Pemmfastan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayal (3) Pasal ini

direpcanakan sebagaimana tergambear i dalarn meocana pemanfadan ruang
O dengan kade RK. 06,

Bagion Kedun
Rencana Pengembangan Perwilayahan Kota

Pasal 19

(1) Pengertian perwilayahan kota adalah untuk membedakan Wiayah Kotz ates
beberapa bagian yang wempunyai karakleristik pengembangno terteni:.

(Z) Perwilayahan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdri atas 5
(lima) lingkungan, yaita Lingkungan [ (daerah pusat kola) lingkungan I
(wilayah kota bagian utara), lingkungan Il (wilayah kola begian timwr dan
selatan), lingnngan [V (wilayah kota hogian selatan) dan lingkwigan V (wilayah
kota begian barat),

) Kelima lingkungan kota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ind teedini atss
126 Hok peruntukan.

(4) DBatas-hatas perwilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (&) dan (3) pesal,
digambarkan seperti tercantum di dalam peta Rencana Peabagian Wikayab
Kola (RK .12).

Pusal 20

Daya tampung wilayah dalam menerima boban hunim sebagaimana ditetapkan
perwilaydiamy o sesuai dengan Pasal 19 sampai dengan tabua 2015 diarshkan

berjumlzah + 13.426 jiwa.

-, e
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Bagion Ketiga

Recnna Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 21

(1) Pengertian infensitas pemanfaaten ruang kota Grabag sebagaimana dimaksyq °
Pasal ini adalah pemakaian ruang kota dengan pengaturan tingkat kepadatan
secara horizontal serla tinghal kotinggdan bangunan secara vertikal pada setiap
hlok peruntukan,

(2) Pengeturan kepadatan bangunan sebagaimena dicnaksud ayat (1) Pasal in akag
diatur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang dirindg dalam tingkatan -
a.  Kepadatan tingyi, dengan KDB berkisar antara 60% - 80% ;
b. Kepadalang Menengah, dengan KDB berkisar antara 20% - 50% ;
c. Kepadatan Rendab, dengan KDDB di bawah 20%.

(3) Pengalurm ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dilakukan melalui Koefisien Lantal Bangunan (KLB) yang dirind dalam
ungialmi
Ketinggian rendab, dengan maksimum terdiri 3 lantai, KLB = 2 x KDB,
dan tingg puncak bangunan berkisar mlara 5 meter dari lantzi dasar.

b. Ketinggian sangat rendab, yang merupaltan bangunan tidak bertingkat atam
bertingkal oaksimwum 2 lantai, KLB = 2 x KDB, dan tinge punesk
bemgunan 11 meter dari dari lantai dasar.

(1) Rurausan intensitas pemanfaatan ruang Kota Grabag adalsh :

a Kepadaan tinggi dan ketinggian rendih untuk fungsi komersial
perdagangan di pusat kota dmm sekilarnya ;

b. Kepadaiang menengah dan kelinggian rendab untuk fungsi pelayanan
sosial di pusat kota dan seldtamya ;

c. Kepadatan menengah dan ketinggian rendah utnuk fungsi perumaban &
pusat kora ;

d. Kepadalan mepengah dan ketinggian sangst rendah uniuk fungsi
perumahan di sekitar pusal kola ;

e. Kepadaan menengah dan ketinggina sangat rendah untuk Awgsional
komersial, sosial dan peruronbin di daerah pinggiron ;

f. Kepadatan sangut rendah dan ketinggian sangat vendah mk duerah
dengan karakieristik pengembangan dengan dominasi ruang lu:halﬂ. m
pertaniam.,

iR -.", _
oy '_,."'_ '."' (e TR
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Kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini
digambarkan sepecti tercantum dalam Lampiran Peta RIK.14 dan RK.15.

Paaal 22

Pengembangm lingkungan perumahan mengarah pada pefyiapan tanah-tanahf
perumahan untuk menampung kebutuhan akan permnahan bagi warga kota dan
pendatang dalamf bentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan perumahan campuran
sampai  dengan Tahun 2015 dengan memperbatikan kebijzksanam
pembangunan secara menyeluruh.

Pengembangan pusat kegiatan kota merupak:m arahan sekaligus pengendalian
bagi pengembangan kegiatan-kegialan yang menjadi sentral di keyiatan kota0

Pengembangan sistem transportasi  dilukukan sebegai entisipasi atss
pertmnbuhan aktifilas pergerakan regional serta i dalamn Lotz itu sendiri.

Pasal 23 :
s
Bentuk pengemhangm intensifikasi sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat @
Peraturan Diaerzh ini adalah peningkalan tipe wisma kedil dan tipe wisma
sedang yang dinungkinkan uptuk dilalukan di dalam lingkungan perumaban

yang sudah ada.

Peningkatan tiype wisma keuil / sedang dialokasikan pada tepi jala lingkungan
atau jalan lingkat lokal sekunder ke bawah.

Peninghatan tipe wisma besar dialokasikan pada tepi-tepi jalap lokal sekunder
ke atas yaitu di blok 3.12 dan blok 5.14.

Rencana perpetalan hangunan sebagnimana dimaksud dalaa ayat (2) da )
dalam) pasal ini digambarkan seperti tercantum dalam Lampiren peta RK.16.

Pnsal 21

Benuk pengembangan ekstensifikasi sebagaimana Pasal 22 ayat (1) t‘en!ulll
Daerah ini merupakan bentuk pengembangan untuk Hogkungue perumaban
baru yang menanfaarkan ransh-tanah kosong maupan alih puna tanah-tanah

pertanian.

Dipindai dengan CamScanner
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(2) ketelgpem  pengembomgran  selagaimana  dnaksud  ayat (1) Pasal  jpj
diklnsifikasikon tiga stmda kapling setara dengan bentuk pengembangan
intensifikasi wisima besar, wismn sederg; dan kel sebaydmana dimaksud
Pasal 23 Peratwran Taerah ind,

L]

(3)  Delaksanam Pengembangm ekstensifikani sebagaimeana tersebmt ayat (1) dom
ayat (2), berdasackan pada kerenderungan pertumbnihan dan pilal prodads T
lehem,

Pasal 25

(1) Pengembangan liogkungan perumahan campuran sebagaimana dimaksod posd
22 ayat (1) merupakan bentuk lingkungan perwnahan ymyg Fkembacion
deigan jeoisgenis kegiatan lain,

(2)  Beotk pengembangan lingkungan perumahan cimpuran  sebagannana
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sehaga berikui :

a Tipe I yang dikembangkan pada sepanjang jalan kelas kolektor, dengon
aturan perbaydinga minitnal luas lantai sebesar S0% wotuk pemmalon
dan maksimal 50% untuk usaha.

b. Tipe [l yang dikembangkan pada sepanjang jalian kelas Ickal devgm e =
perbandingan luas lanlai sebesar minimal 70% watuk perumoba dan
maksimal 50% untuk kegiatan usaha,

Pusal 26

(1) Pengemtanpan pusal Kegiatao Kota Grabey sebagaimapa dimsksud Posal 02
ayal (2) Pesaburw Daerah ind mengalur pengembangan raang dagi pela oo
adinunistrasi, pelayanan sosiol, din pelayanan ekononi bevskala koor Jdan

wilayah,

€)  Beutuk pengembangan pusat kegialan lﬁh sebayainmana dimahsud avat (1)
~ Panal ini berturopu pada jalue-falur primer dan kolektoe sekundet,

LN
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Pasal 27

(1) Bentuk pengembangam sistem transportasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (3) peraturan Daerah ini mencakup pengaluran sistem jaringan jalan,
pola sitkulasi kendaraan umum dim pengaturan prasarana transportasi.

(2) I;emﬂillﬂl sistem jaringan jalan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) Pasal ini
meliputi penentuan jaringan jalan fungsi koleklor priroer, lokal primer,
kolektor sekunder, dan lokal selunder.

‘\3} Pengaturan sistem jaringan jalan dilakukan dalam beias-batss Daerah Milik
Jalan (Damija), Daerah Manfaat Jalan (Damaja), dan Daerah Pengawasan jalan
(Dawasja) berupa pelebaran dan peningkatan jalan yang sudah ada, serta
mambuika jalan baru.

(4) Pelebaran dan peningkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlake.

(%)  Rencana pengaturan jaringan jalan sebagaitoana dimatsud dalan ayat (2) Pasal
ini digarabarkan seperti tercantlum dalam Lampican Peta RK.O7.

Pasal 28

(1) Pengatutan pola sirkulasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan
Daerah ini meliputi penyiapan ]alur-]alur rllan yang dilayauni arus idlu hntas
angkutan umwn dan baring.

2)  Angkulan umum vang nmmptm_vai trayek dari / ke /lewut Kota Grabag akan
(. diztur lebih lanjul sesvai peraturan yang berlaku dan diintegrasitan deagan
gistem anglutan nmmn Kabupaten.,

(3) Rencana Sistem Jaringan Pergerakan atanf pesgaturan pola sickulasi
se hagai roaea dinaksnd dalam ayat (1) Pasal ind, digramba kan seperti tegvanium)
dalan Lampiran Petak K08,

Posal 29
(1) Pengaturan prasaraa trangpoctas sebagnimana dinaksud Pasal 28 ayat (1)

Peraturan Daerah ini ,‘f,hlelipuli penanganan sisting perparkivon sertn pengadaan
pemberhantian aneliut Jnan.
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Setiap fungsi kegiatan vang potensial membutubkan pelayanan parkir, wajib
menyediakan ruaog parkirnya sendiri.

Pengadam pemberbentian angkutan uium sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini berupa perabuatan halte pada pusat-pusat kegiatzan kota.

Bagian Kelima
Rencana Pelayanan Fasililas dan Utilitas

Pasal 30

Di Kota Grabag dikemtangkan fasilitas pelayanan lingkungan berupa
pendidikan, kesehatan, peribadalan, rekreasi, dan perbelanjaan.

Penyediaan fasilitas pelayuanan didasarkan pada aspek-aspek per wilayahan,
arshan struktur kegiatan, tingkat perkembangan penduduk vang
membutuhkan, serta standar pelayanan fasilitas yang berlaku.

Fasilitas yang masih sesuai dengan dasar tersebut ayat (2) Pasal ini tetap
dipertahankan dengan pengaturan penataan lebib lapjut untuk meningkatkan
daya manfaat tanah secara optimal.

Pasal 31

i Kota Grabag dikembangkan sistem utilitas kota yang terdin alas jaringn ari
bersih drainase dan irigasi, sampah, jacingan listrik dan telepon.

Penyediaan utilitas kota didasarkan pada aspek-aspek tuntutan kebutuhan
pendudul, kesehatan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Bentuk pengembangan sistem w/ilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

igambarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.09, RK. 1') RK.11,
RK.12, RK.]13.

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Keenam
Rumusan Pokok Pelaksanaan Rencana

Pasal 32

. 1) Pelaksanaan rencana di lakukan dengan pembangunan Kota Grabag secara
bertahap den sesuai dengmn pentahapan Pelita Daetab.

2) Arvahan pentahapan dititikberatkan pada bidang fisik tata ruang dengan
: @ stimwasi jaringan jalan.
(3) Tahapan pengembangean ruuang ko;u sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

digambarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.18, RK.19, RK 20,
RK.21.RK.22, RK 23, RK24, RK.25, RK 26 dan RK.27.

Pasal 33

Dana pembizyaan pembangunan Kota Grabag dapat diperoleh dari Pemerintah
y  Alssan, pemerintzh daersh, swadaya masyarakat, maupun sumber-sumber lair yang
sdh. ; :

BAB. IV
WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 34

.' Bupati Kepala Dacrah mempunyai wewenang untuk mengambil langksh-

langkah kebijaksanam dalam melaksanakan Rencana Unumt Tata Ruang Kota-

dengan kedalaman Rencana Detail T'ala Rumng Kota lbukota Kecamatan Grabag
sesud dengan peralurim perundang-undangun yang berlaku,

@)  Dalam pelaksanam pembanguman dan pengawssan Rencana Umum Tata Ruang
Kota Dengan Kedalmnan Revncana Detail 'Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan |

Grabag, Bupati Kepala Daecah dupat menunjuk aparat pelakswma dm
pengawasan pembangunan sesuai dengan hidangnya. . T

i \
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BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 356

Barang siapa dengan sengaja alaupun karena kelalaiannya melangyar
ketentuan Rencana Umum T'ata Ruang; Kota dengan kedalaman Rencana Detail
Tata Ruang Kota Ibu Kola Kecamatan Grabag ini, diancam pidana kurungan
selama-lamanya G (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 -
(limaa puluh ribu rupiah),

Tindak pidana sebagaimana dimaksud aya (1) pasal ini adalab tindak pidma
pelanggaran.

Pasal 36

Selain Pejabat Penyidik Umun, yang bertugas menyvidik lindak pidana, penyidika
atas tindsk pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Dags ain ini dg o
jugadilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawal Negeri Sipil di lingkungan Pemerinrah
Daerah yang penganghkatan, kewenangan dan pelalisanaannya sesua devyan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalan melaksanalian tugns penyidikan, para Penyidik Feguwai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksnd dalan Pasal 36 Feraturan Daerah ini berwenaog :

c.
d.

Menerirea laporan atau pegnaduin dari secrang tentang adanya tindak pidaoa ;
Melakukan tindakan pertama pada snat itu di tewpat kejadian dan melakukan

pamerikeaan ;
Menyurub berhenti seorang tersmyka dan memeriksa tanda m:gend dm

lersaogla ;
Melakukan penyitaan benda dan atau surat |

Mengambil sidik juri dan memotrel seorang. -
Memenggil crang uniuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau mm ;
Mendalangkan orang ahli yang diperlukan clalam hubungannya dengan

pameriksaan perkara :
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Mengadakan proghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
bahwa tidak terdapat cukup tukti atau peristiwa tersebut bakan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberikan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka alan keluarganya ;

Mengadakan tindakan Iniu menurnt bukum yang  dapat  dipertangyung
jawabkan. o kil

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Peraturan Daeral ini dirind lebih linjut berupa uraian dalamn bentuk Komplikasi [ata,
Analisis dan Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rer -zma Deta) Tata
Ruang Kota [bukola Kecamatan Grabag serta Album Peta yasg merupakan bagian
yang Lak terpisahkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini dilanpid Peta ;
RK. 01

RK.
RK.
RK.

02
04
05

RK. 06
KK. 07

RK.

L &

RK.
RK.
RE.
RK.
RK.
RK.
RK.
RK.
RK.

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

RK. 20

Rencana Strukiur Kota yang diluju.
Rencana Pembagian Wilayah Kota.
Rencana Kepadatan Penduduk.
Renczna Pemanfaatan Ruang.
Rencana Pelay:nin Kegiatan Kota.
Fencana Jaringan jalan.
Rencana Sisten Jaringan Pergerakan.
Rencana Jaringan Air Bersib,
Rencana Jaringzn Air Hujan (Drainase).
Rencana Sistean Jaringan Listrik,
Rencana Sistemn Jaringan Telepon.
Rencana Penbaangan Sampah.
Rencana Kepadatan Bangunan.
Rencana Ketinggian Bangunan,
Rencana Perpetakan Bangunan. ,
Rencana Garis Sempadan, it e « 8§
Rencana Pepanganan Bangunan, ‘
Indikasi Program Pelnksanasm Pembangunan Tnhup I
Indikasi Program Pelaksanaan Pembangnmin Tabap (1 8
\
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RK.21 Indikasi Program Pelaksanamn Pembangunan Tahap 11
RK.22 Indikasi Program Pelaksanaim Pembangunan Tahap IV

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

£

Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka semua ketenfuan yang bertant. . an
dengan Peratwran Daeral) ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengecs
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengim Peraturan yang terlaku

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divmdangkan.,
Agar supaya seliap orang dapat mengetabuinya, diperimahkan peegundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Kdnﬁn
Daerah Tingkat [[ Magelang.

Ditetapkan i Kota Mungdid
Padatanggal 29 Mei 1995

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1l
KABUAFTEN DATI [l MAGELANG MAGELANG
KETUA
TTD TTD
SUGIHARDJO KARDI
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Guibernur Kepala Daerah Tingkat 1Jawa Tengah
Nomor : 188.3/260/1998 langgal 13 Nopember 1908
An. Sekretaris Wilayah /Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum
Tt
TARTOPO SUNARTOSH
Penala Tingkat 1
NIP.500 048 825

[ Undangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang

Nomor 11 Tahun 1998, Tanggal 19 Nopember 1098
Serie D ; Nomor 8

Ymt.Sekretaris Wilayah / Daerah
Ttd

Drs. H. SOLLECHAN AS
Pembina Tingkat [
NIP, 500 034 460
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN GRABAG TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 §

(. PENJELASAN UMUM.

2.1. Pengeriian Rencana Umum Tata Ruang Kola dan Rencana Dietail Tzta
Rumy Koia.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) lebih bersifat struktural dan
konseptual, sedang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRX) untuk
memberikan arahan dan pengarshan perkembangan dan pertumbuhan
kota. Rencana Umuwn Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencma
Defail Tata Ruang Kota adalah rencana permanfaatan rumg kota yang
disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam
rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka
panjang. Rencana lersebut merupakan runusan tentang kebijaksanaan
pengembangan penduduk, rencana pemanfaitan ruang kota, rencma
sislem jaringan utilitas, rencana kepadatan bungunan, rencana ketieggian
bemgunan, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksimaan
pembangunan, dan mendasarkan pada indikasi unit pelayanan kota. O

Rencana Umum Tala Ruang Kota dengan kedalaman Rencnoa Detail
Tala Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag merupakan wadah vany
mengkoordinasikan kegiatan Kota Grabug. Oleb sebab itu hilanima
sudal dit ctapkan secara hmkum harus dan wajib ditaati dleh semua piliak,
baik pernerintah maupun masyarakat. Untuk itu sebelum penetapan
hukum diberikan, rencana fersebut harus sudah disetujui melalud
konsensus vmam antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat
1, Pemerintah Daerah Tinglcar 1 dan masyarnknt kota yaog bersangkulan
tentang bentuk, arahan, strategi den priorilas pembxuguoan dan

pengembangan kota,
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Ketentuan yang mendasari rencana tersebul adalab Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kota yang prosedur penyusunannya distur dengan Keputusan
Meateri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 10838 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pedomsan Penyusunan Rencana Kota, serta Petunjuk
Pelaksanaan Teknis Penyusunan Rencana Koda di Daerah (Ditjen

Bangda, Juni 1990))

Pengertian Rencana Tata Ruang Kola Ibukota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Kota [hukota Kecamatan merupakan usaha
niewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan berbagai
kegiatan di dalamnya yang memiliki prilaku terbeda cesua (dengan
karakternya, sehingga kegialan tersebut dapal berlangsung selaras,
serasi dan seimbang menuju suasma yang amen, tertib, Jancar dan sebat.
Pengertian dasarnya adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan
secara teknis din non teknis, yang ditetapkan Pemerintah Pusal maunpun
Pemerintah Daerah yang imerupakan kebijaksansan pemanfaatzn ruang
dan meunjadi pecdomac pengarahan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan.

Ihukota Kecamatan adalah ibukota dari kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fekok-
pokok Pemerintahan Caerah yaitu Fusat pemerintahan di daersh yaitu
pusat pemerint4ban dari Kecnmatan vang bersangkutan.

Rencana Tata Ruang Kota [bukota Kecamatan merupakan pecjabaran
lebily lanjut dzri Pola Dasar Peinbangunan Daerah khususaya dalam hal
pemanfaatan ruang. Rencana Tala Ruang Ibukota Kecamatan iui
merupakan rencana fata ruang kota yang wendasari  strateg
pembangunan fisik kola sésuai jenis rencana tkota yang berlahu. Adipun
dnglealan rencananya adalab Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota,

Repcana Tata Kuang Kota [bukota Kecamalan ini diharapkan bersifat
pactigipatif  dalam i memnbuka hesewpatnn b perafd  swasta,
masyarakal, dinamis dna fleksibel sorta antisipatic terhadap kefleksibel
terhadap kernajumi-kemajuan telinolo i dan jugga manusiawi., :
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal 2
Pasal 2

Pasal 3
Pasal 3

Pasal 4
Pasal 4

Pasal 5
Pasal 3

Pasal 5
Pasal 6
Pasal 6
Pasal 5
Pasal 7
Pasal B

Pasal 9
Pasal 9

[Pasal 10
Pasal 11

[Pasal 11
’asal 11

[’asal 12
Pasal 12

Cukup jelas,

ayal (1)
ayal (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayal (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

ayat (4)

ayal (1)
ayat (2)

ayal (1)
ayal (2)

ayal (1)
ayal (2)

ayat (1)
ayal (2)

Culanp jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cuknp jelas.

Cuknp jelas.

Culkup jelas.
Cukup jelas.

Culkup jelas.
Cudtup jelas.
Cukup jelas,

Culcup jelas.
Cukup jelas,

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cuknp jelas.
Cukup jelas.

Culeup jelas.
Cukup jelas.
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Pasal 13
Pasal 13

Pasal 14
Pasal 14

Pasal 15
Pasal 15
Pasal 15
Pasal 15

Pasal 16
Pasal 16
Paszl 16
Pasal 16

Pasal 17
Pasal 17

Pasal 18
Paszl 18
Pasal 18
Pasal 18

Pasal 19
Pasal 19
"asal 19
Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21
Pasal 21

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayal (2)

ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

ayat (1)
ayat. (2)

ayat (1)
ayal. (2)
ayat. (3)
ayat (4)

dayal. (1)
ayal (2)
ayal ()
ayul. (4)

avat (1)
aval ()

.97.

Cukup jelas,
Cukup jelas,

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas,
Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Culkp jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,
Culsup jolns,
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Rincian Per Wilayah Kota Grabag adalah sebagai berikut :

- .

T WILAYAILK

Lingkungan |

OTA

s aEw s s R EmE R

1.10
111
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
120
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.25
1.27
1.28
1.29
1.20
1.31
1.32
1.33

Lo o B R S S SR SRS s m -..-.‘

LUAS (HA)
3 i

- —— —

67,31
0,87
4,25
5,93
0,82 (3
4,06 =
3,25
1,25
1,52
1,87
4,58
0,50
0,43
0,43
0,93
125
2,12
0,58
2,58
1,5
2,43
0,68
0,81
0:51 g‘
0,81
0,62
125
131 -
4,25 W
4,0 T

0,68

037

0,18

1,26

—
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1.34 131
1.35 0,75
126 062
1.37 143
138 2,75
1.30 068
1.40 037
141 0A7
1.42 1,75
1.43 050
L4 041
I.illgkl.mgm Il - 125'!}3'
2.1 175
2.z 0,75
23 1Y 6,50
24 2295
2.5 550
2.6 26,75
2.7 883
28 175
29 093
2.10 393
2.11 458
2.12 237
2.13 0,88
2.14 031
2.15 3,18
2.16 1506
217 n
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Lingliungzan U1

Lingkurgan [V

3.1
3.2
33
34
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.15
317
3.18
3.19
320

4.1
1.2
13
14
4.5
1.6
1.7
18
4.9
4.10
111
4.12

118,12
125
0,87
26 56
0,625

12,75
2,00
6,75
2,75
1,525 o
8,30
22,50
2,125
4,875
2,75
9,90
4,23
125
125

3,50

78,10
5,43
10,00
1,87 ;
3.80

298 o
4,06
3,90
18,62
0,75

8,87
2,25
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Lingkungan IV

5.1
b2
0.3
b4
b.h
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
511
512
513
b.14
5.15
0.16
5.17
5.19
5.20
b.21
5.22
523
5.24
5.25
5.26
527
528
5.20
5.30
6531
502
6533

b b I R A —

133,77
2,14
035 h
0,25 o
0,96 ;
0,50
019
043
153
163
14 54
6,49
251
769
326
34,93 P
15 "
183
2338
6,48
221
050
1,00
025
050
08
125
1,00

225

8,50
030
025
1,7
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Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu perbandingan
antara luas dasar bangunan (luas lahan yang lertutup bangunan) dalar
tiap blok peruntukan terhadap luas blok peruntukan yang bersangkutan,
yang! dinyatakan dengan angka persenl ase.,

Pasal 21 ayal (3)
Yang dimaksud Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yaitv perbandingan
antara luas lantal banguoan dalam tiap blok peruntukan terhadap luas
blok peruntukan yang bersangkutan, yeang dinyatakan dengan angka
desimal.

PPasal 21
Pasal 21

Pasal 22
Pasal 22
Pasal 22

PPasal 23

Pasal 23
[*asal 23

Pasal 24
[Pasal 24
[Pasal 24

Pasal 26

[“asal 26
Pasal 26

|’asal 27

ayal (1)
ayat (5)

ayal (1)
ayal (2)
ayat (3)

Cukup jelas.
Cudcup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud Tipe [ adalah setara Wisma Besar dengan luas kapling &
atas 650 M2, Sedangkan Tipe IT adalah Wisma Sedang dengun luas kapling 451
M2 sampai dengian 650 M2. Tipe 11 adalah wisma kedl dengan Inas kapling &
bawzh 450 M2,

ayal (3)
ayal (4)

ayat (1)
ayal (2)
ayal (3)
ayal (2)

ayal (1)
ayat (2)

ayal (1)

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

: Cukup jelas,

Cukup jelas.

Culcup jelas.
Cultup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 27

ayal (2)

N

Pengertian jaringan jalan primer, jacingzn jalin sekunder, jala arteri,
jalan kolektor, maupun jalan lokal adalal setagaimana ditentukan dalam
Undang Undang Nomor 13 "Tahun 1980 tentang Jaan,

Pasal 27

ayat (3)

Pengertian dan cakupan lahan mengenai Doerah Manfaat jalan (Damaja),
Dacrah Milik jalan (Damija), dan Daerah Pengewasan Jdan (Dawasia)
adalah sebagaimana diroaksud pada Undaog Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tabun 1984 tentang Jalan.

Pasal 27

ayat (4)

Pelebaran dan peningkatan kondisi mengeoai Uzmaja, Damnijz, dan
Dawasja berarti pelebaran din peningkatan kondisi yang meliputi badan
jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman, sejalur tanah tertents di luar
Diamaja, serta sejalur tangh tertentn i luar Damija yang ada & Sawah

pengawasan pembina jalin.
Pasal 27 ayat (3) Cukup jelas,
Pasal 28 ayat(1) Cukup jelas.
Pasal Z8  ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 28  ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29  ayat (1) Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 29 ayal (3) Cukup jelas.
Pasal 30 ayat (1) Crlkup jelas.
Pasal 20  ayat (2) Cukup jelas,
Pasal 21 ayat (1) Cukup jelas.
Poasal 21 ayul (2) Cikup jelas.
Pasal 21 ayat () Cukup jelas,
Pawal 22 ayan (1) Culup jelas.
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Pasal 32 ayat (1)
Penrahapan pembangunan kola adalah svatu cara untul menunjang
keberhasilan yang optimal dalare  mencapai  fujuan dam  sasaran
pembangunan kota yeng telah ditetapkan. yaitu sebagai berikut :

Tahap pertama : Tuhun 199471995 - 1908/1%99

Tahap kedua t Tahun 1999/2000 - 2003,2004

Tahap keliga : Tahun 2004/2006 - 2008,2009

Tahap keempat  : Tahun 2009/2010 - 2013/2014 )
Pasal 31 ayat (2)

Yang dimaksud dengan arahan pentahapan dan pelzksanzan /
pengelolaan pembangunan titik beratnya di hidang fisik adalah program
persiapan pembangun:amn baru, peningkatan perbaikan, pemeliharaan dan
pemugaran.

Arahan-arahan prograr tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

h. Persiapan pembangunmn baru, yaitu mempersiapkan lzban dan
berbagai perlengkapannya, serla melakukan study kelayaian
tentang program pembangunan baru yang akan diterapkan.

¢. Pembangunan baru, yaitu pengadaan fasililas / bangunan baru sescal
dengan kebutuhan perencanaan alau uotuk kebutuhan-kebutuhan
khusus.

d. Peningkatan, biasa dikenal sebagal rehabilitasi, yaitu upaya
meningkatkan kualitas fasililas / bangunan, supaya dapat berfungs
geperti yang direncanakan atan lebib meningkat lagi (kualitas aan
daya tampungny).

e. Perbuikmn, yaitu kegiatan penanganan lingkungan dan baogunan /
fasilitas yang telah mengalami kerusakan baik oleh alam, urnun
banguoan, dan oleh aktifitas manusia.

f. Pemeliharaan, yaitu kegialan rutin untuk menjaga supaya tosilitas /
tangunan hasil kerja tahun-tahun sebelumnya tetap dapat berfungsi

dengan baik dan mengupayakan supaya umur  bangunan (fungsi
maupin ekonoini) minimal sesuai dengan perencanam,
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Pasal 32
Pasal 33

Pagsal 34
Pasal 34

Pasal 35
Pasal 35

Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39

Pasal 40
Paszl 40

Paszl 41

-85,

Pemugaran, yaita suatu tindakan penanganan lingkungan dan
bangunan dalam usaha mengembalikan fungsi, arti-dan sistem nilai

yang teckandung di dalamnya.

ayat. (3)
ayat. (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)
ayat.(2)

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

€@ jdt'9e
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